
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 
NOMOR 60 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 

Nomor 6 Tahun 2015 telah ditetapkan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkup 

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 

2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sehingga 

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 

2015 perlu ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

Mengingat: 1 .  Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1 15 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1649); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang­ 

Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah {Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

157); 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781) ;  

8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian 

Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 419) ;  

9. Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan 

Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah 

Daerah; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN 

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 

TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 

NUSA TENGGARA TIMUR. 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai 

Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur. 

4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung 

kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. 

5. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat 

daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

- 3 ­  



7. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SP! adalah proses 

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan 

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan 

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. 

8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP 

adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara 

menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan 

serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, 

evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap 

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai 

dengan tolok ukur yang telah diterapkan secara efektif dan efisien untuk 

kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang 

baik. 

10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti 

yang dilakukan secara independen, objektif dan professional dan 

berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, 

kredibilitas, efektifitas, efesiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan 

tugas dan fungsi instansi pemerintah. 

1 1.  Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk 

memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan standar rencana untuk norma yang telah ditetapkan. 

12 .  Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi 

suatu kegiatan dan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan 

dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau 

kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 

13 .  Pemantauan, adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau 

kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

14 .  Kegiatan pengawasan lainya adalah kegiatan pengawasan antara lain 

berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan 

pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil 

pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan. 
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15. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah Petunjuk 

Pelaksanaan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang 

penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi, 

penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen 

pemerintahan daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP 

telah terbangun dalam program/ perangkat daerah dalam rangka 

menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan. 

16. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam 

mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan 

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan 

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

17. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas 

tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang 

meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, 

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan. 

18. Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks 

yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari 

perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. 

19 .  Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK 

adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan 

dan penanganan risiko korupsi di organisasi. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

( 1 )  Maksud penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah adalah 

sebagai pedoman dalam melakukan pengendalian atas penyelenggaraan 

kegiatan Pemerintah Daerah agar tercapai pengelolaan Keuangan 

Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 

(2) Tujuan penyelenggaraan SPIP adalah tercapainya efektifitas dan efisiensi 

pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Keandalan 

Pelaporan Keuangan Daerah, Pengamanan Aset Daerah dan Ketaatan 

terhadap Peraturan Perundang-undangan. 
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BAB III 

PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI 

PADA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 3 

(1 )  Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 

(2) Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi wajib dilaksanakan oleh masing­ 

masing pimpinan perangkat daerah. 

(3) Dalam mendukung Penyelenggaraan SPIP terintegrasi dibentuk Satuan 

Togas SPIP daerah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Tugas SPIP daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan 

Gubemur. 

Pasal 4 

( 1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menerapkan 

SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang 

melipu ti unsur: 

a. SPIP; 

b. MRI; 

c. IEPK; dan 

d. Kapabilitas APIP. 

(2) Penerapan unsur SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

huruf a, huruf b; dan huruf c dilaksanakan menyatu dan menjadi 

bagian integral dari kegiatan PD. 

(3) Penerapan unsur SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

huruf d dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari 

kegiatan Inspektorat Daerah. 

BABIV 

PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN 

SPIP TERINTEGRASI 

Pasal 5 

Mekanisme penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi terdiri 

dari: 

a. penilaian mandiri oleh manajemen Pemerintah Daerah dalam hal ini Tim 

Satgas SPIP Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

b. penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada 

Pemerintah Daerah dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur; dan 

c. evaluasi dilakukan BPKP atas hasil penilaian mandiri yang telah 

dilakukan Penjaminan Kualitas oleh lnspektorat Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. 

- 6 ­  



•' 

Pasal 6 

Komponen penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi terdiri dari: 

a. penetapan tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi 

pencapaian sasaran strategis; 

b. struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses 

penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur 

SPIP; dan 

c. pencapaian tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan 

SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan 

organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, 

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7 

( 1 )  Periode penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi terdiri 

dari: 

a. penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun 

berjalan; 

b. struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan 

pada tahun berjalan; dan 

c. pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya. 

(2) Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dilakukan 

dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 

30 Juni tahun berjalan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian maturitas penyelenggaraan 

SPIP terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABV 

PEMBIAYAAN 

Pasa18 

Pembiayaan terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 9 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa 

Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015  Nomor 006) 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 10 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. 

uitetapkan di Kupang 

,.t,\J tanggal 01 f,�tuS 2021 / 
w ;r  

�--..l--�frl'OR BUNGTILU LAISKODAT 
Diundangkan di Kupang 
pada tanggal 3]4&Tu 2021 

RETARIS DAERAH 
U' TENGGARA TIMUR, 

,,-- 

RAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 06l 
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